
BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

di atas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Kinerja sumber daya aparatur pemerintah kecamatan dalam pelayanan 

publik di bidang pengurusan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan 

Parigi Kabupaten Muna Sulawesi Tenggara, yaitu perilaku (atitude), 

keahlian (skill), kepemimpinan (leadership), dan prestasi kerja 

(achiement). Beberapa indikator yang menjadi dasar kinerja aparatur 

dalam pelayanan pengurusan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan 

Parigi belum terlaksana dengan baik sehingga berpengaruh dalam 

pelayanan publik di bidang pengurusan pajak bumi dan bangunan di 

Kecamatan Parigi. 

2. Faktor menghambat kinerja sumber daya aparatur dalam pelayanan publik 

di bidang  pengurusan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Parigi, 

yaitu: Faktor sarana dan prasarana, Faktor kemampuan, dan Faktor 

motivasi. Hal ini beberapa faktor yang menjadi pengaruh dalam kinerja 

sumber daya aparatur dalam pelayanan publik di bidang  kepengurusan 

pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Parigi. 

3. Upaya dilakuakan dalam rangka meningkatkan kinerja sumber daya 

aparatur dalam pelayanan publik di bidang  pengurusan pajak bumi dan 

bangunan di Kecamatan Parigi, yaitu pelatihan dan pengembangan, 

perencanaan sumber daya manusia, dan peningkatan produktifitas tenaga 

kerja. Hal inilah beberapa upaya yang dilakaukan agar kinerja sumber 

daya aparatur Kecamatan Parigi dalam pelayanan publik dibidang 

kepengurusan pajak bumi dan bangunan bisa terlaksana dengan baik. 



1.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat 

mengemukakan saran yaitu sebagai berikut: 

1. Aparatur pemerintah Kecamatan diharapkan agar terus melakukan sosialisasi 

sesering mungkin kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.  

2. Kinerja sumber daya aparatur pemerintah Kecamatan khususnya dalam 

Pendataan terhadap obyek dan subyek Pajak Bumi dan Bangunan perlu 

ditingkatkan dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat dan wajib pajak. 

3. Kinerja sumber daya aparatur kecamatan Parigi khususnya keterampilan dan 

kemampuan agar terus ditingkatkan jumlahnya karena hal ini merupakan 

salah satu yang penunjang terpenting dalam melaksanakan peningkatan 

kualitas pelayanan publik  di Kantor  Kecamatan Parigi. 

4. Pemerintah setempat harus ikut berpartisipasi dan memperhatikan apa yang 

menjadi kekurangan dalam kebutuhan dalam pelayanan publik di Kecamatan 

Parigi dalam pengurusan pajak bumi dan bangunan agar apa yang 

diharapakan dalam mencapai kualitas pelayanan publik yang baik terlakasana 

sesuai yang diharapkan. 

5. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk perbaikan dan 

penyempurnaan di masa yang akan datang dalam menjalankan pelayanan 

publik  pada bidang pengurusan pajak bumi dan bangunan di  Kecamatan 

Parigi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar diperhatikan dan 

lebih dioptimalkan. 
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